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Abstract

In the classical Islamic jurisprudence, murabaha is one type of trading contract that is very simple,
and the sale of murabahah is included in the type of sale and purchase of the equation because it
requires the seller to be honest about the original price of the goods he is selling. In its current
development, financing products at Sharia Financial Institutions in Indonesia are dominated by
murabaha financing, this is because murabahah financing is considered safer and contains very
little risk of loss. However, in practice murabahah financing at Sharia Financial Institutions is now
experiencing innovation and modification compared with the basic concept that many contained in
the literature of classical Jurisprudence, so that the term murabaha li al-aamir bi al-syira™ which
became the reference of contemporary murabaha financing. Although there are some differences
but many contemporary scholars are allowing this contract, because in innovation and modification
does not change the basic things. But not a few modification models that cause debate because it
is done solely to meet the formal requirements of juridical for the consideration of the effectiveness
and efficiency of banking administration. The following article will cover the various models and
backgrounds and motives for shifting murabaha schemes in classical jurisprudence when practiced
in sharia banking, in addition to explaining the use of murabahah schemes for various models of
financing in sharia banking

Keywords: Hybrid Contract; Multiple Contracts; Murabahah li Al-Aamir bi Al-Shira’; Sharia Banking;

MURABAHAH LI AL-AAAMIR Bl AL-SYIRA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
KONSEP PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI
INDONESIA

Abstrak

Dalam fikih Islam klasik, murabahah merupakan salah satu jenis dari akad jual beli yang bentuknya
sangat sederhana, dan jual beli murabahah termasuk dalam jenis jual beli amaanah karena
menuntut penjualnya untuk jujur mengenai harga asli barang yang ia jual. Dalam perkembangannya
dewasa ini, produk pembiayaan pada LKS di Indonesia didominasi oleh pembiayaan murabahah,
hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dianggap lebih aman dan mengandung resiko kerugian
yang sangat kecil. Namun dalam praktiknya pembiayaan murabahah pada LKS saat ini sudah
mengalami inovasi dan modifikasi dibandingkan dengan konsep dasarnya yang banyak tertuang
dalam literatur fikih klasik, sehingga munculah istilah murabahah li al-aamir bi al-syira™ yang menjadi
acuan pembiayaan murabahah kontemporer. Walau terdapat beberapa perbedaan namun banyak
ulama kontemporer yang memperbolehkan akad ini, karena dalam inovasi dan modifikasinya tidak
merubah hal-hal yang mendasar. Tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan
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perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi
pertimbangan efektifitas dan efisiensi administrasi perbankan. Tulisan berikut akan mengulas
berbagai model dan latar belakang serta motif perubahan skema murabahah dalam fikih klasik
ketika dipraktikan di perbankan syariah, di samping menjelaskan penggunaan skema murabahah
untuk berbagai model pembiayaan di perbankan syariah.

Kata-kata kunci: Hybrid Contract; Multi Akad; Murabahah li Al-Aamir bi Al-Syira’; Perbankan
Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat
dan menghadapi tuntutan zaman yang semakin kompleks. Untuk dapat menghadapi tantangan
tersebut, LKS harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyajikan produk-produk
inovatif dan lebih variatif agar dapat bersaing dengan bank-bank konvensional dengan tetap
berpegang kepada prinsip-prinsip syariah (Cf, Noordin, Muwazir, Mukhazir and Madun, 2014).

Adalah al-‘Uqud al-Murakkabah/multi akad/hybrid contract yang saat ini menjadi primadona dalam
penerapan konsep syariah dalam produk-produk LKS di Indonesia. Yang dimaksud dengan hybrid
contract adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad -baik
secara gabungan maupun secara timbal balik- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang
ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad (Al-‘Imrani. 2010 : 46). Di tengah
perdebatan tentang kebolehan dan larangan penerapanya, utuk saat ini hybrid contract dianggap
sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk lembaga
keuangan, di samping itu hybrid contract juga menjadi sebuah tantangan bagi para praktisi dan
cendikiawan ekonomi Islam, dalam penyusunan dan penerapan konsepnya diperlukan kehati-
hatian, ketelitian dan pemikiran inovatif agar terhindar dari praktik-praktik yang diharamkan oleh
syariat, juga dapat bersaing dalam dunia keuangan modern ini.

Salah satu bentuk hybrid contract dalam produk-produk LKS adalah produk pembiayaan
murabahah, yang pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk lainnya.
Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan juni tahun
2015, komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang
menggunakan skim murabahah mencapai 177.777 pembiayaan dari 203.894 total pembiyaan, atau
mencapai 87.1 persen dari total pembiayaan (OJK. 2015 : 18). Hal ini dikarenakan dalam produk
murabahah, prinsip kehati-hatian (prudential) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standart
sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru pada umumnya,
paling banyak menggunakan porto folio murabahah karena dirasa lebih aman. (Ah. Azharudin : 2)

Stasistik Perbankan Syariah, Juni 2015 Sharia Banking Statistics, June 2015

Miliar Rupial {in Sillion [DR)
Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

(Finaneing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

2014 2018
Almd 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 — Comtract
Juni Juti ? Agus " Sep ™ Okt Now Des Jan Feb Mar Apr Mel Juni’!

Akad Mudharabah 6597 8631 10228 12023 13625  14.312)  1455% 14277  14.356) 14371 14307 14354 14.207) 14047 14.136 14.388 14.906 14906 | Mudharaba

Akad Misyarakah 10412 14624 18960 27667 39.874| 45.648| 46739 47.383[ 48611 48.627| 50005 49.387( 49.416| 40486 51721 52672 54033 54.003|Musharaka
[Akad Mimabahah 26321 a7.508( 56365 88.004| 110.565 114.322( 114128 114002 114891 115.088) 115602 117371 115979) 116268 117358 117210 1TFFT| 117977 |Mwabaha
Akad Salam o 0 o o o o o 0 o] o o] o o | o o o 0|Salam

[ Akad Istishna 423 7 126 76 562 563 578 582 sas) 08| 618] 613 630 45| 651 664 74| 678 |Istishna

| Akad fiarak 1305 2341 1830 7.345) 10481 10594 10673  10564) 1n0o0f 11078 114s4|  11620| 11418 pnas7 11386 11454 11561 11.561 [fjara

Akad Qardh 182| 4731 12007 12,090} 8995 7697 7.402 7.206 7.100| 6.629 6.380| 5965 5628 5.429 5459 5.138 4938 4938 Oandh

Lainnya o o o o o o o o o] o o] o o o o o o oathers

Total 46.886 | 68.181 | 102.685 | 147.505 | 184.123 | 193.136 [ 184.070 | 193.983 | 106.863 | 196.491 | 108.376 | 196.330 | 197.279 | 167.543 [ 200.712 | 201.526 | 203.804 | 203.804 Total

" Angiasangka diperbaikd '] Rewised figures
%) Angkasangia semeniara %) Provisional figures
1_“Revis: data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMK™ T “Revision of data BUS-US began in May 2014 based on LSME"

Table 1.Statistik Perbankan Syariah OJK

2|Page



Namun demikian, praktik pembiayaan murabahah pada LKS di Indonesia saat ini berbeda dengan
praktik murabahah yang dilakukan pada zaman dahulu yang banyak dibahas dalam kitab-kitab figh
klasik, karena di dalamnya manggabungkan beberapa akad diantaranya wa’d, wakalah, dan rahn,
bahkan beberapa akad lain yang disepakati oleh para pihak, hingga bercampurlah akad-akad
tersebut dengan akad utama adalah akad murabahah yang diistilahkan oleh ulama kontemporer
dengan murabahabh li al-aamir bi al-syira’, adapun tujuan penggabungan akad-akad tersebut adalah
untuk mempermudah jalannya akad dan saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat di
dalamnya.

B. Metodologi

Survey literatur digunakan dalam paper ini untuk membahas Murabahah li al-Aamir bi al-Syira’ dan
Implementasinya dalam Konsep Pembiayaan pada LKS.

C. Pembahasan

1. Pengertian, Syarat, Rukun, dan Hukum Murabahah

Murabahah dalam literatur figih klasik termasuk dalam akad jual beli yang sederhana, yang menurut
Ibnu Qudamah murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya
perolehan barang (al-tsaman al-awwal) dan tingkat keuntungan yang diinginkan (lbnu Qudamah.
1978 : 4/136). Yang dimaksud dengan biaya perolehan barang (al-tsaman al-awwal) adalah harga
barang dan termasuk di dalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang
tersebut. Tingkat keuntungan yang diinginkan dapat berupa pembayaran dengan jumlah yang
ditentukan atau berupa persentase tertentu dari biaya perolehan. Sedang pembayaran
sebagaimana jual beli pada umumnya dapat dilakukan secara tunai (naqdan) ataupun angsuran
(tagshith) ataupun sekaligus (lump sum/mu ajjal) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Murabahah masuk kategori jual beli muthlag dan jual beli amanat. Disebut jual beli muthlaq karena
obyek akadnya adalah barang (ain) dan uang (dain). Dan termasuk kategori jual beli amanat karena
dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (al-
tsaman al-awwal) dan keuntungan yang diambil ketika akad. (Zuhaily. 2002 : 5/3600)

Sebagai bagian dari jual beli, murabahah memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual
beli (al-bai’) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat
keabsahan jual beli murabahah yaitu:

a. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian).
semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad; dan ini merupakan salah satu syarat
sah murabahah

b. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (ribh) yang ambil penjual karena keuntungan
merupakan bagian dari harga (tsaman). Sementara keharusan mengetahui harga barang
merupakan syarat sah jual beli pada umumnya.

c. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki’/hak kepemilikan telah
berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada
penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

d. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka
tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadipenjual kedua
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dengan pembeli murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama
disertai tambahan keuntungan.

e. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara
penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang) maupun pada akad
yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah. (Tim AAOIFI. 2005 : 149)

Para ulama telah sepakat (jjma’) akan kebolehan akad murabahah, tetapi Al-Quran tidak pernah
secara langsung dan tersurat membicarakan tentang murabahah, walaupun di dalamnya ada
sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu hadis
pun yang secara spesifik membicarakan mengenai murabahah. Oleh karena itu, meskipun Imam
Malik dan Imam Syafi'i membolehkan jual beli murabahah, tetapi keduanya tidak mempekuat
pendapatnya dengan satu hadis pun. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan
jual beli murabahah di buku-buku fikih muamalat kotemporer lebih bersifat umum karena
menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya. Namun demikian, menurut al-Kasani jual
beli murabahah telah diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang masa dan tidak ada seorang
pun yang mengingkarinya. Di samping itu, keberadaan model jual beli murabahah sangat
dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui
kualitasnya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang
dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan
keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan (ribh)
(‘Afanah. 1996 : 2)

2. Inovasi dan Modifikasi Akad Pembiayaan Murabahah pada LKS

Penjelasan akad murabahah di atas merupakan konsep dan praktik murabahah yang banyak
dijelaskan dalam berbagai literatur klasik, dimana komoditas/barang yang menjadi obyek
murabahah tersedia dan dimiliki penjual pada saat negosiasi atau akad jual beli berlangsung.
Kemudian ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan
keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual
beli biasa, kelebihannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal (al-
tsaman al-awwal) sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang
sebenarnya.

Dalam praktik di LKS kontemporer, termasuk perbankan syariah, bentuk murabahah dalam fikih
klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal
dengan murabahah Ii al-aamir bi al-syira’, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang
kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjaniji
akan membeli komoditas/barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian
ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan
pembayaran secara cicilan berkala (tagshith) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.
(Hamud. 1992 : 431)

Mengenai kedudukan hukum praktik murabahah li al-aamir bi al-syira” ‘ulama kontemporer berbeda
pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Di antara ulama yang
mengakui keabsahan/kebolehannya di antaranya Sami Hamud, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus,
Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun ulama kontemporer yang melarang
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dan mengharamkan praktik murabahah li al-aamir bi al-syira’ antara lain: Muhammad Sulaiman al-
Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishri dan lainnya. (Ah. Azharudin. : 5-7)

Atas dasar perbedaan ulama di atas, Muhammad Taqgi Usmani mengakui bahwa pada mulanya
murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari “bunga
bank” dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam.
Instrumen murabahah hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses
islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk menghindari praktik murabahah yang akan terjebak pada
praktik hillah, bai’ “inah, bay‘ataani fi bay‘ah, dan bai’ al-ma’duum maka para ulama kontemporer
mensyaratkan dalam praktik jual beli murabahah di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Jual beli murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual
beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan
yang disetujui bersama. Dalam kaitan ini, bila harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai
maka sebelum para pihak berpisah, pilihan harga tersebut harus telah disepakati agar
terhindar dari bay‘ataani fi bay‘ah.

b. Pemberi pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, harus
telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli
melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak
demikian maka akan terjadi bai’ al-ma’duum (menjual belikan sesuatu yang belum
ada/dimiliki). Namun demikian, bila pembelian langsung ke pihak supplier tidak praktis,
diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai
agen/wakil dengan menggunakan akad wakalah untuk membeli komoditas yang diperlukan
atas nama pemberi pembiayaan. Dalam kasus seperti ini, selama barang tersebut belum
dibelikan oleh nasabah sebagai agen maka tidak boleh dilakukan akad jual beli
komoditas/barang antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan. Bahkan bila nasabah
sudah membelikan komoditasnya pun, resiko atas rusak atau hilangnya barang masih ada
pada pihak pemberi pembiayaan hingga dilakukan akad jual beli antara kedua belah pihak.

c. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan
perjanjian buy back (pembelian kembali) karena model perjanjian seperti ini masuk kategori
bai’’iinah yang diharamkan oleh sebagian besar ulama. (Usmani. 2002 : 104-107)

Sejalan dengan syarat-syarat di atas, maka praktik murabahah Ii al-aamir bi al-syira’ di lembaga
Keuangan Syariah (LKS) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

a. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan
nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu pada tingkat margin
tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang.

b. LKS selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas yang
diperlukan nasabah atas nama LKS, dan perjanjian keagenan dengan akad wakalah
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

c. Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang
sebagai agen LKS, pada tahap ini resiko komoditas masih ada pada LKS.

d. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas/atau barang
atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli
barang tersebut dari LKS.
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e.

LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung dengan pembayaran
secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika proses jual beli telah berlangsung maka
kepemilikan dan resiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.

Langkah-langkah di atas diperlukan apabila LKS menjadikan nasabah sebagai agennya, tetapi jika
LKS membeli komoditas/barang langsung ke supplier maka perjanjian keagenan seperti di atas
tidak diperlukan. Dalam hal ini, setelah LKS membelikan barang langsung ke pihak supplier maka
proses jual beli antara LKS dan nasabah bisa dilaksanakan (Ah. Azharudin : 10)

3. Ketentuan Hukum Terkait dengan Murabahah di Indonesia

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada perbankan syariah di dasarkan pada Keputusan
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank
Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 ketentuan murabahah
pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a.
b.
C.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini
harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika
pembelian dilakukan secara hutang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual
senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu
tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank
dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
bank.

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran Bl No. 10/14/DPbS tanggal
17 Maret 2008, sebagai berikut:

a.

Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait
dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga
perolehan dan spesifikasinya.

Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas
dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam
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ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan
data pribadi nasabah.

d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah
dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter
(Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity),
keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition).

e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.

f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan
nasabah.

g. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar
Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa
Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah.

i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan
berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

Selain Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia di atas, terdepat beberapa ketentuan hukum
yang lain terkait pelaksanaan akad murabahah, di antaranya Fatwa DSN-MUI No 13 Tahun 2000
tentang Uang Muka dalam Murabahah, Fatwa DSN MUI No 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka
dalam Murabahah, Fatwa DSN MUI No 16 Tahun 2000 tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa
DSN MUI No 23 Tahun 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, dan Fatwa DSN MUI
No 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.

4. Implementasi Murabahah li al-Aaamir bi al-Syira’ dalam Konsep Pembiayaan pada
Lembaga Keuangan Syariah

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan murabahah baik yang bersumber dari fatwa DSN
maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan murabahah. Namun demikian, dalam
praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa
faktor yang melatarbelakanginya. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik
perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu: (Ah.
Azharudin: 13-15)
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a. Tipe |, Tipe ini adalah tipe konsisten terhadap figih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli
dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah
barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan
ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai
(cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada
umumnya nasabah membayar secara tangguh. Untuk lebih jelasnya penerapan murabah
tipe pertama dapat dilihat pada skema gambar berikut ini:
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!
1

| 3. Akad JualReli | LI RET S | ]
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P
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b. Tipe Il, Tipe kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung
dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada
penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah
sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan
secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu
tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat
dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus
ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada
pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani
perjanjian murabahah dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena
tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti
pinjaman/hutang. Untuk mengindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan
nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka bank akan
mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet
dengan persetujuan nasabah untuk ditranfer ke rekening supplier. Dengan cara seperti ini
maka ada bukti bahwa dana pernah ditranfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari
perspektif syariah model murabahah seperti ini tetap saja berpeluang melanggar ketentuan
syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (qabdh)
atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual
beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Untuk
lebih jelasnya penerapan murabah tipe kedua ini lihat alur gambar berikut ini:
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c. Tipe lll, Tipe ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan
perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad
wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu
dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangi tanda terima uang. Tanda terima
uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang
kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe kedua ini bisa
menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang,
secara prinsip, menjadi milik bank. Untuk lebih jelasnya penerapan murabah tipe ketia ini
lihat alur gambar berikut ini:

1. Negosiasi &
FPersayaratan

2. Akad wakalah
untuk beli barang

3. Akad Jual Beli
Kredit

4. Bayar angsuran

Berbagai tipe praktek jual beli murabahah di atas dilatar belakangi motivasi yang bermacam-
macam. Ada kalanya untuk lebih menyederhanakan prosedur sehingga bank tidak perlu repot-repot
membeli barang yang dibutuhkan nasabah tetapi cukup dengan menunjuk atau menghubungi
supplier agar menyediakan barang dan langsung mengirimkan ke nasabah sekaligus dengan atas
nama nassabah (Tipe Il). Atau dengan cara bank langsung memberikan uang ke nasabah kemudian
nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan melaporkan nota pembelian kepada
pihak bank (tipe Ill). Kedua cara tersebut sering dilakukan perbankan syariah untuk menghindari
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pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dua kali yang dinilai akan mengurangi nilai kompetitif produk
bank syariah dibandingkan bank konvensional yang dikecualikan dari PPN. Ini terjadi karena dalam
jual beli murabahah tipe I, di mana bank terlebih dahulu akan membelikan barang yang dibutuhkan
nasabah atas nama bank baru kemudian dijual ke nasabah secara murabahah maka akan terjadi
perpindahan kepemilikan dua kali, yaitu dari supplier ke bank dan dari bank ke nasabah.

5. Penggunaan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah

Mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja,
pembangunan rumah dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan
murabahah dalam perbankan syariah:

a. Pengadaan Barang
Transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli murabahah, seperti
pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi untuk pabrik dan
sejenisnya. Apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat
datang ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank
membelikannya. Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa
ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kulkas, bank kemudiaan
membeli kulkas dan menyerahkannya kepada pemohon, yaitu nasabah. Harga kulkas
tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar
RP. 800.000,-. Jika pembayaran angsuran selama dua tahun, maka nasabah dapat
mencicil pembayarannya sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Selain memberikan keuntungan
kepada bank syariah, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang jumlahnya
belum ada ketentuannya. Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan fee base income
bank syariah. Biaya-biaya lain yang diharus ditanggung oleh nasabah adalah biaya
asuransi, biaya notaris atau biaya kepada pihak ketiga. (Wiroso. 2005 : 137)

b. Modal Kerja Berupa Barang
Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli
murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan
pembelian barang berulang-ulang. (Wiroso. 2005 : 57) Sebenarnya, penyediaan modal
kerja berupa uang tidak terlalu tepat menggunakan prinsip jual beli murabahah. Transaksi
pembiayaan modal kerja dalam bentuk barang atau uang lebih tepat menggunakan prinsip
mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (penyertaan modal). Karena, jika pembiayaan
modal kerja dalam bentuk uang menggunakan mekanisme murabahah, maka transaksi ini
sama dengan consumer finance (pembiayaan konsumen) dalam bank konvesional yang
mengandung usur bunga. Transaksi dalam consumer finance menggunakan pinjam
meminjam uang dan dalam murabahah menggunakan transaksi jual beli

c. Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah)
Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan mekanisme jual beli murabahah.
Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk
renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat, kayu dan lainlain. Transaksi dalam
pembiayaan ini hanya berlaku sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang.
Adapun contoh perhitungan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
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Tuan A, pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah (modal
kerja) guna pembelian bahan baku kertas, seniali Rp. 100 juta. Setelah dievaluasi bank
syariah, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank syariah akan
mengangkat Tuan A sebagai wakil bank syariah untuk membeli dengan dana dan atas
namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada Tuan A sejumlah Rp 120 juta,
dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan
harga jual Rp. 120 juta telah dilakukan: (1) Tawar menawar harga jual antara Tuan A
dengan bank syariah. (2) Harga jual yang disetujui, tidak akan berubah selama jangka
waktu pembiayaan (dalam hal ini 3 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi,
inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar.

6. Manfaat Penerapan Murabahabh lil al-Aamir bi al-Syira

Skema pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank syariah mendapat sambutan dan
antusiasme yang tinggi dari masyarakat (nasabah), sehingga skema murabahah merupakan
transaksi yang paling banyak diminati dan dipraktikkan dalam operasional perbankan syariah. Hal
ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: faktor tabiat sosiokultur pertumbuhan ekonomi yang
menuntut keberhasilan yang cepat dan menghasilkan keuntungan yang banyak, skema murabahah
dengan margin keuntungan merupakan praktik alternatif dari transaksi kredit dengan menggunkan
bunga yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, sehingga banyak nasabah yang biasa
melakukan transaksi dengan bank konvensional beralih ke bank syariah untuk melakukan transaksi
dengan menggunakan skema murabahah.

Di samping itu, transaksi murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, antara lain
adanya keuntungan yang muncul dari selisin harga beli dari penjual dengan harga jual kepada
nasabah dan skema murabahah sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan
administrasinya di bank syariah.

Selain beberapa manfaat tersebut, transaksi dengan menggunakan skema murabahah juga
mempunyai risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

Pertama, default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Kedua, fluktuasi harga
komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk
nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Ketiga, penolakan nasabah; barang
yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan
asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan
yang ia pesan. Bila bank telah mendandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang
tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya
kepada pihak lain. Keempat, dijual; karena jual beli murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka
ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa
pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk
default akan besar. (Antonio. 2001: 106-107)

D. Kesimpulan
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Pembiayaan murabahah (murabahah lil al-aamir bi al-syira’) adalah konsep pembiayaan yang
mendominasi praktik keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibandingkan konsep
pembiayaan lainnya, walau pada pelaksanaannya di setiap LKS tidak seragam, namun secara garis
besar setidaknya ada tiga bentuk pelaksanaan pembiayaan murabahah pada LKS di Indonesia.
Pertama, tipe konsisten terhadap figih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang
akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank
kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai
kesepakatan bank dan nasabah. Kedua, mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan
kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank
langsung kepada penjual pertama/supplier. Ketiga, bank melakukan perjajian murabahah dengan
nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang
yang akan dibelinya. Dari ketiga tipe tersebut, Tipe Il dan Tipe Il paling sering dipakai oleh
perbankan syariah karena motifasi efektifitas prosedur dan juga pertimbangan efisiensi, terutama
dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Sementara tipe | justru dhindari padahal tipe inilah yang
paling ideal dalam konteks Fikih muamalat. Sehingga perlu diteliti kembali kesesuaian konsep-
konsep pembiayaan pada LKS di Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang seharusnya
berpihak kepada yang lemah.
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